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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian mengenai Grace Period dalam perjanjian baku (polis) asuransi, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dalam penerapan perjanjian baku asuransi yang diperuntukkan untuk melayani 

sejumlah pemegang polis yang sedemikian banyak, sehingga dengan alasan 

praktis dan efisien membuat pihak asuransi menerapkan perjanjian baku demi 

pelayanan yang seragam. Salah satu prinsip yang diberlakukan dalam 

perjanjian baku asuransi adalah prinsip Grace Period dimana tertanggung 

memiliki tenggang waktu untuk mempelajari keikutsertaanya dalam perjanjian 

baku asuransi tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ada yang dinamakan 

prinsip keseketikaan yang menyatakan bahwa sebelum suatu perjanjian ditutup 

atau paling tidak pada saat perjanjian ditutup, para pihak harus telah 

mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang seluruh ketentuan di 

dalam perjanjian asuransi tersebut. Namun, karena perjanjian baku itu dibuat 

secara sepihak oleh pelaku usaha, maka ketika tertanggung ingin menutup polis 

asuransi belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan 

pelaku usaha. Maka dari itu, fungsi Grace Period dalam polis asuransi adalah 

untuk melindungi konsumen dan memahami isi dari polis asuransi yang telah 

disepakati sebelum tertanggung dapat membatalkan polis asuransi bersama 

pelaku usaha dan untuk memitigasi kerugian yang dialami tertanggung. 

2. Hubungannya Grace Period dengan klausula eksemsi yang dianggap 

merugikan tertanggung karena di dalam perjanjian baku yang berisi klausula 

baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, ketika konsumen atau 

tertanggung ingin menutup perjanjiannya pada saat mempelajari polis untuk 

membatalkan kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian baku tanpa akibat 

hukum apapun belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama 

dengan pelaku usaha tentang klausula baku di dalam perjanjian baku. Hal ini, 
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sangat potensial merugikan konsumen terlebih lagi apabila di dalam perjanjian 

baku tersebut terkandung klausula eksemsi. Maka diberi grace period untuk 

memberikan perlindungan terhadap konsumen dan karena isi polis asuransi 

jiwa yang dibuat dalam bentuk klausula-klausula yang telah dibakukan dimana 

tertanggung hanya diberi pilihan menyetujui atau tidak menyetujui klausula-

klausula tersebut tanpa diberi hak untuk ikut merumuskan isi perjanjian, 

sehingga apabila tertanggung keberatan dengan klasula yang terdapat dalam 

polis, tertanggung tidak dapat  meminta agar ketentuan isi polis tersebut diubah 

atau dinegosiasi kembali karena lemahnya posisi tawar yang dimiliki oleh 

tertanggung membuatnya tidak mempunyai pilihan lain selain menerima atau 

menolak isi perjanjian asuransi tersebut. 

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam polis asuransi jiwa adalah untuk mengatur 

dan mengawasi perusahaan asuransi dan melindungi konsumen dari perjanjian 

yang dibuat secara sepihak yang mengandung klausula eksemsi yang berpotensi 

merugikan konsumen, maka konsumen diberi grace period untuk mempelajari 

perjanjian polis untuk mengurungkan niatnya apabila terdapat ketentuan yang 

memberatkan karena ketentuan tersebut belum bisa dirasakan apabila belum 

dijalankan oleh tertanggung atau konsumen. Hal tersebut memberikan 

keseimbangan dan keadilan bagi konsumen yang bertujuan agar semua kegiatan 

di bidang perasuransian dapat terselenggara secara berkelanjutan dengan baik 

dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat seperti yang 

diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat di kemukakan beberapa saran untuk dijadikan 

pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian baku (polis) 

asuransi jiwa di antaranya: 

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memberikan 

perlindungan hukum terhadap konsumen selain melakukan perencanaan, 

pengaturan dan pengawasan terhadap perjanjian baku polis asuransi sebaiknya 

memberikan penyuluhan terhadap para pelaku usaha untuk mewajibkan 
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menerapkan grace period yang fungsinya memberikan perlindungan kepada 

konsumen dalam mempelajari ketentuan dari isi polis asuransi yang akan 

diikutinya. 

2. Sebaiknya pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku polis asuransi 

memperhatikan kententuan dari isi polis yang dibuat secara sepihak yang di 

dalamnya tidak mengandung klausula eksemsi mengingat posisi dari pelaku 

usaha yang dominan dan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain selain 

menerima dari isi perjanjian yang sudah dibuat secara sepihak. Selain itu, 

penanggung sebagai pihak yang lebih mengetahui mengenai perjanjian asuransi 

dan ketentuan yang ada di dalamnya wajib memberikan informasi yang benar, 

jelas dan memberitahu kepada tertanggung bahwa tertanggung memiliki hak 

untuk mempelajari dan membatalkan isi polis sehingga kepentingan 

tertanggung dapat terlindungi dan dapat menjalankan perjanjian asuransi 

sebagaimana mestinya. 

3. Sebaiknya tertanggung sebelum menyetujui atau menjalankan perjanjian baku 

(polis)  asuransi jiwa telah mengetahui, memahami dan mengerti benar 

mengenai semua hal yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut. 

Walaupun terdapat prinsip grace period untuk melindungi konsumen dalam 

perjanjian baku polis asuransi, sebaiknya tertanggung memanfaatkan sebaik-

baiknya grace period yang dimiliki untuk membaca dan menanyakan hal yang 

kurang dimengerti mengenai ketentuan isi polis dengan teliti dalam 

keikutsertaanya pada asuransi karena dikhawatirkan terdapat klausula eksemsi 

yang dapat merugikan tertanggung. 
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